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Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor  Tahun 2012tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2012, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;Mengingat :  1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan KabupatenPenajam  Paser  Utara  di   Propinsi Kalimantan Timur  (Lembaran NegaraTahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182 );2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3312) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor Nomor 3569);3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara YangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3851);4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4286);5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844);10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438);11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan danPengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4090);12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4138);13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokolerdan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinandan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4502);15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar AkuntansiPemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem InformasiKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4577);21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunandan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4585);23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan KinerjaInstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor Nomor 59 Tahun 2007 jo Peraturan MenteriDalam Negeri  Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah.
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD) KEBUPATEN PENAJAM
PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, semula berjumlahRp. 1.510.447.045.435,00 bertambah sejumlah Rp. 163.142.954.565,00 sehingga menjadiRp. 1.673.590.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :1. Pendapatana. Semula Rp. 1.299.614.952.220,00b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 264.914.837.500,00Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.564..529.789.720,002. Belanjaa. Semula Rp. 1.510.447.045.435,00b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 163.142.954.565,00Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. 1.673.590.000.000,00
3. Pembiayaana. Penerimaan1) Semula Rp. 243.440.949.164,912) Bertambah/(berkurang) Rp. (69.982.800.206,91)Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 173.458.148.958,00b. Pengeluaran1) Semula Rp. 32.608.855.949,912) Bertambah/(berkurang) Rp. 31.789.082.728,09Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 64.397.938.678,00Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 109.060.210.280,00Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. -)
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Pasal 2Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut padalampiran peraturan ini.
Pasal 3Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariperaturan ini.
Pasal 4Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di   Penajampada tanggal 22 Oktober 2012
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd
H. ANDI HARAHAP

Diundangkan di Penajampada tanggal 22 Oktober 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd
H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2012 NOMOR 43.


